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LEMBAR DISPOSISI

Surat dari Bupati Cilacap

No Surat 700/02992/14
Tgl. Surat 25 Mei 2022

Diterima tanggal : 02 Juni 2022

No. Agenda Surat : 1206
Sifat Surat

Sangat |Segera [ |Rahasia
(] Seraat [Joesere 7]

Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Cilacap

Tahun 2021 (Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Cilacap)
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[j Wadir Bidang Pelayanan

| ] wadir Bidang Umum dan Keuangan

| |Ka Bag Program dan Pengembangan
| ]Ka Bag Keuangan

[ ]Ka Bag Umum

| |Ka Bidang Pelayanan Medik

[ | Ka Bidang Pelayanan Keperawatan
[ IKa. Bidang Pelayanan Penunjang Medik
= Ka Instalasi Rawat Inap

= Ka. Instalasi Rawat Jalan

= Ka. Instalasi Gawat Darurat

[ ]Ka Instalasi Bedah Sentral

= Ka Instalasi Anestesi dan Perawatan Intensif

[~ 1 Ka Instalasi Farmasi

T_| Ka. Instalasi Radiologi

[ |Ka Instalasi Laboratorium

L] Ka. Instalasi Rekam Medik

| | Ka Instalasi Rehabilitasi Medik

| Ka Instalasi Gizi

[ ]Ka IPSRS

[ | Ka. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
[ ]Ka. Unit SIM-RS

:l Komite Medik

|| Komite Keperawatan

Dengan hormat harap :

Dilaksanakan / diselesaikan
Ajukan Tanggapan dan saran
Proses lebih lanjut
Menghadap Direktur
Dikoordinasikan

Diketahui

Dipedomani

Disosialisasikan
Dikonfirmasikan

Digunakan Seperlunya

Himpun

HoooUodgoo oo

Catatan :

Tanggal : 03 JUN .
Direktur RS,

Cilacap

_ Tim / Panitia
. ]sdr dr. MOCH. IVHLAS RIYANTO, M.M.
5] NIP. 19680102 200212 1 007
Pengolah Tgl. Diteruskan Tanda Terima
) l‘fmmam )’U/ 292 | 1) Hasd
f’{/ Y 0p
Catatan :
(:’E(ﬁ [ \‘//é)




e e~ ¥ T = T b

e e g e NN L - B STl | (M (), 10 0%, LE MR RO~ & e NN 14—~ (O

T- PREN A [ Vi

¢ = o i e ol Al ¢, -
" F } pagie b s d

- | 1 h 1 y o e "}

[T B d <t AR Jig =~ hafijr= =

e USRI Lo 4 0 1 il SRS A L e i s il ek el i T ron = b, Bt Wy A
L S I o B - L N e - 3 A 1




Nomor
Sifat

Lampiran :
Perihal

BUPATI CILACAP

Cilacap, 25~ Mei 2022

Kepada Yth :
1.Direktur RSUD Cilacap

: 700/ 92982/ 14 2.Direktur RSUD Majenang
. Segera 3.Kepala Badan Pendapatan

- Pengelolaan Keuangan dan Aset
: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Daerah Kabupaten Cilacap

BPK-RI atas Laporan Keuangan di— .

Pemerintah Kabupaten Cilacap CILACAP

Tahun 2021

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor : 53B / LHP / XVIII.SMG / 05 /
2022 tanggal 18 Mei 2022, terdapat temuan yang perlu untuk segera ditindaklanjuti
oleh Saudara yaitu “Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Cilacap Belum

Ditetapkan Melalui Perkada dan Belum Konsisten dengan Kebijakan
Akuntansi Pemkab Cilacap”

Pemkab Cilacap menyajikan saldo persediaan per 31 Desember 2021 pada
Neraca sebesar Rp47.398.925.407,94, naik sebesar Rp14.457.565.622,89 atau
43,89% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.941.359.785,05.
Pemkab Cilacap menyusun kebijakan akuntansi sebagai pedoman dalam penyajian
laporan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan akuntansi berbasis akrual pada
Pemkab Cilacap telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Cilacap, dan telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Kabupaten Cilacap. Selanjutnya pada tanggal 4 November 2021, telah ditetapkan
kembali kebijakan akuntansi yang baru melalui Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun
2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pernkab Cilacap, yang mencabut Peraturan
Bupati Nomor 59 Tahun 2014 beserta seluruh perubahannya.

Berdasarkan hasil telaah atas kebijakan akuntansi BLUD menunjukkan
bahwa kebijakan akuntansi untuk BLUD RSUD Cilacap ditetapkan tidak melalui
Peraturan Kepala Daerah dan kebijakan akuntansi persediaan RSUD Cilacap tidak
konsisten dengan kebijakan akuntansi Pemkab Cilacap, dengan penjelasan
sebagai berikut:

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap Jawa Tengah Telepon. (0282) 534771-534775,534634
Faksimile (0282) 535222, Website : www.cilacapkab.go.id, Email : pemkab@cilacapkab.go.id. Kode Pos. 53223
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1. Penetapan kebijakan akuntansi untuk BLUD RSUD Cilacap ditetapkan
belum melalui Peraturan Kepala Daerah

Pemkab Cilacap memiliki 40 BLUD yang terdiri dari RSUD Cilacap, RSUD

Majenang, dan 38 BLUD Puskesmas. BLUD mengembangkan dan menerapkan

kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Kebijakan

akuntansi pada BLUD diatur melalui dua peraturan sebagai berikut:

a. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi
Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Majenang Kabupaten Cilacap;

b. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan hasil telaah kedua peraturan bupati tersebut diketahui bahwa
kebijakan akuntansi BLUD RSUD Cilacap bzlum ditetapkan melalui peraturan
kepala daerah. Kebijakan akuntansi BLUD RSUD Cilacap telah disusun dan
ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Cilacap Nomor
188.47/111/Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi pada BLUD RSUD
Cilacap. Kebijakan akuntansi RSUD Cilacap belum diusulkan untuk ditetapkan
melalui Peraturan Kepala Daerah.

2. Kebijakan akuntansi persediaan RSUD Cilacap tidak konsisten dengan
kebijakan akuntansi Pemkab Cilacap

Hasil telaah atas kebijakan akuntansi Pemkab Cilacap dan RSUD Cilacap
menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi RSUD Cilacap tidak sinkron dengan
kebijakan akuntansi Pemkab Cilacap, yaitu pada pengukuran nilai persediaan
yang akan disajikan pada neraca. Dalam kebijakan akuntansi yang disusun oleh
Pemkab Cilacap menyebutkan Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode
Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO), sedangkan pada kebijakan akuntansi
RSUD Cilacap menyebutkan dasar penilaian yang dianut terhadap persediaan
pada saat penyusunan neraca dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

Berdasarkan data persediaan dan cek fisik secara uji petik pada RSUD
Cilacap diketahui bahwa terdapat minimal 58 persediaan berupa obat yang
terpengaruh atas perbedaan pengukuran nilai persediaan pada kebijakan
akuntansi. Atas persediaan tersebut, pada laporan keuangan RSUD yang
disusun oleh RSUD Cilacap untuk dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan
Kabupaten Cilacap, persediaan akan diukur ulang dan disajikan sesuai kebijakan
akuntansi Pemkab Cilacap.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Direktur RSUD Cilacap:

a. Belum berkoordinasi dengan BPPKAD dan belum memedomani kebijakan
akuntansi Pemkab Cilacap dalam menyusun Kebijakan Akuntansi BLUD
RSUD;dan

b. Belum mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi BLUD RSUD.
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Sehubungan dengan hal tersebut saya perintahkan kepada Direktur RSUD
Cilacap dan Direktur RSUD Majenang bersama-sama dengan Kepala BPPKAD

agar menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi untuk BLUD RSUD.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan serta segera melaporkan
tindaklanjutnya dengan dilengkapi data dukung yang terkait kepada Bupati Cilacap
paling lambat 2 ( dua ) minggu setelah diterimanya surat ini.

Tembusan :

1. Gubemur Jawa Tengah di Semarang;

2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
di Semarang;

3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

4, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;

5. Inspektur Kabupaten Cilacap.




